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PUTUSAN
Nomor 487/Pdt.G/2022/PA.Tjg
syt Lo @y @7 >

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan

putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Marna binti Sahruni, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,
pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa
Lukbayur No.56 RT.04 Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong,
sebagai Penggugat;

melawan

Fengki Saputra Hendrian bin Suriansyah, umur 24 tahun, agama Islam,
pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di
Desa Tanta RT.01 Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong,

sebagai Tergugat;

— Pengadilan Agama tersebut;
— Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
— Telah mendengar keterangan Penggugat;

— Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07

Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung

pada hari itu juga dengan register perkara nomor 487/Pdt.G/2022/PA.Tjg,

mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Maret 2020, Penggugat dengan Tergugat
melaksanakan pernikahan menurut Agama lIslam yang dilaksanakan di
rumah Orang Tua Tergugat yang beralamat di Desa Tanta RT.01
Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong, dengan penghulu bernama

Tarmidi. Dengan wali nikah Ayah Kandung Penggugat yang bernama
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Sahruni. Dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp 200.000 (dua ratus
ribu rupiah), dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Juhrani
dan Pahanip, namun tidak dicatatkan di KUA setempat dan status
Penggugat pada saat menikah berstatus perawan dan Tergugat berstatus
jejaka;

2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan sedarah,
sesusuan, atau semenda yang menyebabkan halangan untuk menikabh;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat
tinggal di rumah Orang Tua Penggugat yang beralamat di Desa Lukbayur
No.56 RT.04 Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong, selama 1 tahun 3
bulan sampai berpisah;

4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah
hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1
(satu) anak yang bernama: Ahmad Ali Arashid, lahir tanggal 26/04/2021,
usia 1 tahun, berada dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa sejak awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

5.1. Tergugat mengkonsumsi minuman keras (beralkohol);
5.2. Masalah ekonomi dimana Tergugat tidak memilki pekerjaan sehingga
tidak dapat memberikan nafkah kepada Pemohon;

6. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat adalah hanya pertengkaran mulut;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat tersebut lebih kurang pada sejak tanggal 26 Juni 2021, pisah
tempat tinggal selama 1 tahun 5 bulan hingga sekarang;

8. Bahwa Penggugat merasa keutuhan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan akibat hal tersebut di atas dan
tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, kondisi ini
sejalan dengan alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada PP No
9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f) dan KHI pasal 116 huruf (f);

9. Bahwa telah berusaha dirukunkan oleh keluarga kedua belah pihak namun
tidak berhasil;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat

perkara ini;
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Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon
kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung cg. Majelis Hakim yang
memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (Marna binti Sahruni) dan
Tergugat (Fengki Saputra Hendrian bin Suriansyah) yang dilaksanakan
pada tanggal 07 Maret 2020 di Desa Tanta RT.01 Kecamatan Tanta
Kabupaten Tabalong;

3. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (Fengki Saputra Hendrian
bin Suriansyah) terhadap Penggugat (Marna binti Sahruni);

4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang
menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang
menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut
sebagaimana relaas panggilan Tergugat tanggal 08 Desember 2022 dan tidak
ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,
maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara aquo, Tergugat tidak
pernah hadir di persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Ayat (2)
huruf b Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka terhadap perkara
aquo tidak dilakukan upaya mediasi dan persidangan dilanjutkan dalam sidang
tertutup untuk umum selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dan Penggugat
tetap pada dalil gugatannya;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir
di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat
didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan
alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut;

1. Bukti Surat.
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- Fotokopi Surat Keterangan Suami Isteri atas nama Fengki Saputra
(Tergugat) dan Marna (Penggugat) nomor B-272/LBR/140/12/2022,
tanggal 07 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Luk Bayur
Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong, telah dinazegellen dan sesuai
dengan aslinya (bukti P.1);

- Fotokopi Surat Keterangan Pernikahan tidak Tercatat atas nama Fengki
Saputra (Tergugat) dan Marna (Penggugat) nomor
B-407/kua.K.K.17.09.02/PW.01/12/2022, tanggal 08 Desember 2022 yang
dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanta
Kabupaten Tabalong, telah dinazegellen dan sesuai dengan aslinya (bukti
P.2);

2. Bukti Saksi.

Saksi Pertama;

Sahruni bin Rukani, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD,
pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Lukbayur RT 04
Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong;

di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai

berikut:

— Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah
Ayah Kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat yang bernama
Fengki Saputra Hendrian;

— Bahwa Penggugat menghadap di persidangan ini untuk mengajukan
pengesahan pernikahan dan bercerai dengan Tergugat;

— Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri
menikah secara sirri;

— Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada bulan Maret 2020;

— Bahwa saksi hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah, sekaligus
menjadi wali dari Penggugat dalam pernikahan tersebut;

— Bahwa tidak, yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah penghulu
kampung bernama Tarmidi;

— Bahwa Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka,

namun Penggugat dalam kondisi hamil usia 5 bulan;
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— Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah Zaini dan
Juhrani;

— Bahwa mahar yang diberikan Tergugat kepada Penggugat berupa uang
sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);

— Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas
pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

— Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah, semenda
atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

— Bahwa setelah menikah Penggugat bertempat tinggal di rumah saksi
selaku orang tua Penggugat, dan Tergugat pergi kembali Rutan untuk
kembali menjalani masa tahanan, sehingga Penggugat dan Tergugat tidak
pernah menjalani kehidupan rumah tangga yang harmonis;

— Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

— Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah
menikah tidak pernah menjalani kehidupan berumah tangga seperti
layaknya sepasang suami istri, dikarenakan pernikahan Penggugat dan
Tergugat dilaksanakan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan
mereka;

— Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dikarenakan Penggugat telah
hamil dengan Tergugat, sehingga pernikahan Penggugat dan Tergugat
hanya untuk mempertanggungjawabkan perbuatan Tergugat terhadap
Penggugat tersebut, setelah ijab kabul Tergugat kembali ke Rutan
Tanjung Kelas 1l B;

— Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat dan mendengar secara
langsung, tentang persitiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan
Tergugat tersebut;

— Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah masalah ekonomi, di
mana Tergugat tidak dapat memberikan nafkah kepada Penggugat dan
anak Penggugat dan Tergugat, dikarenakan Tergugat yang sedang
menjalani masa tahanan;

— Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

— Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak awal

pernikahan, sampai sekarang sudah berjalan selama 2 (dua) tahun lebih;
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— Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;

— Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat
berada dalam Rutan Kelasa Il B Tanjung;

— Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi
berkomunikasi;

— Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi
memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak
memperdulikan Penggugat lagi;

— Bahwa pernah diusahakan oleh pihak keluarga Penggugat, namun tidak
berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

— Bahwa sudah cukup;

Saksi Kedua;

Zaini bin Nafiah, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
Tukang kayu, bertempat tinggal di Desa Kusambi Hulu RT 04
Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan;

di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai

berikut:

— Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah
Sepupu Penggugat dan kenal dengan Tergugat yang bernama Fengki
Saputra Hendrian;

— Bahwa Penggugat menghadap di persidangan ini untuk mengajukan
pengesahan pernikahan dan bercerai dengan Tergugat;

— Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri
menikah secara sirri;

— Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada bulan Maret 2020;

— Bahwa saksi hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah, sekaligus
menjadi saksi dalam pernikahan tersebut;

— Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah saksi sendiri
dan Juhrani;

— Bahwa yang menjadi wali nikah dari Penggugat adalah Ayah Kandung
Penggugat bernama Sahruni;

— Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah penghulu
kampung bernama Tarmidi;
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— Bahwa Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka,
namun Penggugat dalam kondisi hamil usia 5 bulan;

— Bahwa mahar yang diberikan Tergugat kepada Penggugat berupa uang
sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);

— Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas
pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

— Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah, semenda
atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

— Bahwa setelah menikah Penggugat bertempat tinggal di rumah orangtua
Penggugat, dan Tergugat pergi kembali Rutan untuk kembali menjalani
masa tahanan, sehingga Penggugat dan Tergugat tidak pernah menjalani
kehidupan rumah tangga yang harmonis;

— Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

— Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah
menikah tidak pernah menjalani kehidupan berumah tangga seperti
layaknya sepasang suami istri, dikarenakan pernikahan Penggugat dan
Tergugat dilaksanakan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan
mereka;

— Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dikarenakan Penggugat telah
hamil dengan Tergugat, sehingga pernikahan Penggugat dan Tergugat
hanya untuk mempertanggungjawabkan perbuatan Tergugat terhadap
Penggugat tersebut, setelah ijab kabul Tergugat kembali ke Rutan
Tanjung Kelas 1l B;

— Bahwa saksi mengetahuikarena saksi melihat dan mendengar secara
langsung, tentang persitiwa perselisihandan pertengkaran Penggugat dan
Tergugat tersebut;

— Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah maslaah ekonomi,
dimana Tergugat tidak dapat memberikan nafkah kepada Penggugat dan
anak Penggugat dan Tergugat, dikarenakan Tergugat yang sedang
menjalani masa tahanan;

— Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

— Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak awal

pernikahan, sampai sekarang sudah berjalan selama 2 (dua) tahun lebih;
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— Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;

— Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat
berada dalam Rutan Kelasa Il B Tanjung;

— Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi
berkomunikasi;

— Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi
memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak
memperdulikan Penggugat lagi;

— Bahwa pernah diusahakan oleh pihak keluarga Penggugat, namun tidak
berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

— Bahwa sudah cukup;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan
menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan
tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan
apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu
yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian

yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat dalam gugatannya milih
berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Tabalong sebagai isteri dari Tergugat
yang menikah pada tanggal 7 Maret 2020, namun sejak asal pernikahan
Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akibat
Tergugat mengkonsumsi minuman keras (beralkohol) dan Masalah ekonomi
dimana Tergugat tidak memilki pekerjaan sehingga tidak dapat memberikan
nafkah kepada Pemohon yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat
berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun 5 bulan hingga sekarang, karena alasan

tersebut Penggugat mengajukan gugatan perkara ini;
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Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok
perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim memastikan kumulasi dalam perkara ini
dibenarkan dan merupakan wewenang Pengadilan Agama Tanjung;

Menimbang bahwa dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum
Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) dinyatakan bahwa di antara Itsbat Nikah
yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama adalah adanya perkawinan dalam
rangka penyelesaian perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang
Nomor 3 tahun 2006 juncto penjelasan atas Undang Undang Nomor 3 tahun
2006 Pasal 49 huruf (a) butir 22 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (d) Kompilasi
Hukum Islam, dapat disimpulkan adanya pembatasan bahwa itsbat nikah hanya
dimungkinkan bagi pernikahan yang terjadi sebelum berlakunya Undang
Undang Nomor 1 tahun 1974, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat
(3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dapat disimpulkan bahwa itsbat nikah bagi
perkawinan yang terjadi setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun
1974 dimungkinkan apabila diajukan dalam satu paket dengan perkara
perceraian;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan
Penggugat dan Tergugat beragama Islam sedangkan pokok perkara yang
diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat adalah gugatan itsbat nikah dan
cerai gugat maka sebagaimana pertimbangan tersebut di atas ditambah
dengan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkara ini termasuk dalam
kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Tanjung
berwenang secara Absolut untuk mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah
Kabupaten Tabalong, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan
Agama Tanjung, untuk itu berdasarkan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan

kewenangan relatif Pengadilan Agama Tanjung;
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Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketa
perdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun
2016 terlebih dahulu harus diupayakan perdamaian dengan bantuan mediator,
namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka
Majelis Hakim merasa cukup beralasan untuk tidak menunjuk Hakim Mediator
dalam upaya perdamaian, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 7 Ayat (1)
Perma Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, dan tidak
menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai kuasanya, padahal
Tergugat sudah dipanggil secara sah dan patut, maka majelis berpendapat
perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara perkawinan
merupakan perdata khusus, maka Majelis Hakim tetap memeriksa alat-alat
bukti dari Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan terlebih  dahulu
mempertimbangkan gugatan pengesahan perkawinan antara Penggugat
dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalii gugatannya,
Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P1 dan bukti P.2, keduanya telah
dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan
telah dinazegellen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 Ayat
(1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Surat
Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 1963 huruf C dan karena memenubhi
syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan bukti P.2 yang diajukan Penggugat
merupakan surat biasa bukan akta, memiliki nilai bukti permulaan. Secara
materiil bukti P.1 dan bukti P.2 menerangkan bahwa Penguggat dan Tergugat
telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 7 Maret 2020 di Desa Tanta
RT.01 Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong, namun pernikahan tersebut
tidak dicatatkan di kantor urusan agama;

Menimbang, bahwa di samping mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat
juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, kedua saksi kenal dengan
Tergugat, bukan merupakan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dalam

perkara aquo, keduanya sudah cukup umur (Pasal 172 Ayat 1 angka 4 Rbg.
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Pasal 1912 BW), bersedia menjadi saksi, serta bersumpah (pasal 1911 BW) di
persidangan sebelum menyampaikan keterangannya serta menyampaikan
kesaksiannya satu persatu (Pasal 171 Rbg.), dan baik Saksi | maupun Saksi Il
hadir pada saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan akad nikah.

Menimbang, bahwa dari tahapan-tahapan persidangan perkara ini terkait
Gugatan pengesahan nikah Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim
mendapatkan fakta tetap sebagai berikut;

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan
yang dilaksanakan secara syari'at Islam pada tanggal 7 Maret 2020 di Desa
Tanta RT.01 Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong, namun tidak dicatatak
di kantor urusan agama setempat;

2. Bahwa tidak ada yang keberatan atau mempermasalahkan kesahan
pernikahan Penggugat dan Tergugat;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah
dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis
Hakim berpendapat bahwa pada tanggal 7 Maret 2020, di wilayah Kantor
Urusan Agama Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong telah terjadi perkawinan
secara hukum Islam antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka
terkait pengesahan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat pada petitum
poin 2 (dua) dapat dikabulkan, dengan menyatakan sah perkawinan antara
Penggugat dan Tergugat, yang dilaksanakan pada tanggal 7 Maret 2020 di
wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong;

Menimbang, bahwa terkait gugatan perceraian yang diajukan
Penggugat, yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat yang harus dibuktikan
kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita gugatannya
adalah bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak
rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara
mereka, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah
tangga mereka;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, yang

telah memberikan keterangan di persidangan, keterangan mana bersumber dari
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pengetahuan saksi sendiri karena saksi mengetahui langsung peristiwa

perselisihan dan pertengkarannya dan ternyata pula keterangan keduanya

saling bersesuaian sehingga dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat
formil dan materiil sebuah kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut
dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan
dua orang saksi di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta
yang dapat disimpulkan sebagai berikut;

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan
yang dilaksanakan secara syari’at Islam pada tanggal 7 Maret 2020 di Desa
Tanta Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong, namun tidak dicatatkan di
kantor urusan agama setempat;

2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan
pertengkaran terus menerus sebab Tergugat tidak dapat memberikan
nafkah yang layak kepada Penggugat, sehingga mengakibatkan Penggugat
dan Tergugat berpisah rumah selama setidaknya 1 (satu) tahun 5 (lima)
bulan sampai sekarang;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mau dirukunkan oleh keluarga dan
Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal memberikan nasehat agar
Penggugat rukun lagi dengan Tergugat namun tidak berhasil;

4. Bahwa sampai dengan tahap kesimpulan Penggugat tetap bersikeras ingin
bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah suatu ikatan yang kuat
(mitsaagon gholiidhan) yang memiliki nilai ibadah untuk memenuhi perintah
Allah Swt. dengan tujuan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan
rahmah sebagaimana tujuan hukum Islam maupun hukum positif (Pasal 1
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Buku | Kompilasi Hukum
Islam);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan kondisi rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat keadaan rumah tangga kedua belah pihak telah
retak sedemikian rupa, tidak terwujud lagi suatu kehidupan rumah tangga yang
sakinah mawaddah wa rahmah padahal salah unsur pernikahan adalah ikatan
lahir bathin dan apabila unsur tersebut tidak terwujud lagi, maka sesungguhnya

perkawinan tersebut rapuh dan tidak ada keharmonisan lagi, dengan tetap
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mempertahankan kondisi yang sedemikian rupa dikhawatirkan akan timbul
kemudhorotan yang lebih besar, padahal menolak mafsadat lebih diutamakan
daripada menarik maslahat hal ini sejalan dengan kaidah figh dalam kitab
Al-ldhoh al Qowa’idul Figh yang disusun oleh Syekh Abdullahh bin Sa’id
Muhammad ‘Ubbadi Al Lahji halaman 44 baris ke 19 yang artinya berbunyi :
cliadll s fe (I3 autializ 53
Artinya; “menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat”
sehingga apabila berkumpul kemafsadatan dengan kemashlahatan maka
diutamakan menolak mafsadatnya, sebagaimana pula doktrin hukum Islam
dalam kitab Figih Ash Shawi jilid IV Halaman 204:
48 jlaall s ala 33 g0 V5 A tnae Legin aagi ot gl alial ola

Artinya: “Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantara
keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian” selanjutnya pendapat
tersebut diambil sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa memperhatikan pendapat pakar hukum Islam dalam
kitab Madza Khurriyatuzzaujaini Fith Tholag halaman 83, oleh Majelis Hakim
diangkat sebagai pendapat hukum artinya: “Dan Islam telah memilih peraturan
perceraian pada saat kehidupan rumah tangga telah mengalami kegoncangan
sehingga tidak berguna lagi nasehat dan upaya perdamaian dan ikatan
perkawinan merupakan bentuk tanpa ruh, oleh karena itu tetap berlangsung
ikatan perkawinan berarti telah menghukum salah satu di antara suami isteri
tersebut dengan semacam penjara yang berkekalan dan demikian itu
merupakan suatu penganiayaan yang ditentang oleh jiwa keadilan”.

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatannya dalam
perkara ini telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Ayat (2)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 Pasal 19 Huruf (f) dan Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam,
jo Pasal 119 Huruf ¢ dan sesuai dengan pendapat Imam Ad Dusuky dalam
Hasyiyah Ad Dasuky ala Syarhi al Kabir Juz 1l sebagaimana dikutip dalam Kitab
Ushul al-Murafa’at halaman 265 yang selanjutnya diambil alih menjadi
pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

L'ﬁk_golsga.'alﬂ\ Lﬁi ESIAJ\ 4.:3j GO S

Artinya: “Setiap talak yang dijatuhkan Hakim (Pengadilan) adalah talak bain”;

Putusan nomor 487/Pdt.G/2022/PA.Tjg Halaman 13 dari 15 hal

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka gugatan Penggugat pada petitum point (3) primer dapat dikabulkan untuk
menjatuhkan thalak satu ba’in shugro Tergugat terhadap Penggugat;
Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 149 Rbg.
dan ketentuan 119 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dan dihubungkan dengan
sikap Tergugat yang tidak bersedia hadir ke persidangan, tanpa alasan yang
sah, Tergugat dapat dianggap telah tidak mau lagi mempertahankan
hak-haknya di depan hukum, hal ini telah sesuai dengan ibarat dalam kitab

Ahkamul Qur'an Juz Il halaman 405, yang berbunyi:
ddayej&}gﬁu:gelawie&wéhé\ S (e

Artinya: “Siapapun yang dipanggil oleh Hakim Islam di dalam persidangan
sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia
termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya .

yang dijadikan sebagai pendapat hukum oleh Majelis Hakim oleh karenanya

perkara ini diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang
perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989, yang tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan
Agama biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum
syara’ yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan tidak hadir;
Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
menetapkan sah pernikahan antara Penggugat (Marna binti Sahruni)
dengan Tergugat (Fengki Saputra Hendrian bin Suriansyah) yang
dilangsungkan pada tanggal 7 Maret 2020 di wilayah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong;

4. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Fengki Saputra Hendrian bin

Suriansyah) terhadap Penggugat (Marna binti Sahruni);
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5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp.585.000,00- (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung pada
hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 3
Jumadil Akhir 1444 Hijriah oleh Abdullah, S.H.l., M.H. sebagai Ketua Majelis,
Jajang Husni Hidayat, S.H.l., dan Rizka Arsita Amalia, S.H. masing-masing
sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam
sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dan didampingi oleh
Winda Herliana, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh

Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Majelis Hakim Anggota Ketua Majelis,

Jajang Husni Hidayat, S.H.I. Abdullah, S.H.l., M.H.

Rizka Arsita Amalia, S.H.
Panitera Pengganti,

Winda Herliana, S.H.
Perincian biaya :
- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan :Rp  440.000,00

- PNBP :Rp 20.000,00
- Redaksi :Rp 10.000,00
- Meterai ‘Rp 10.000,00
Jumlah :Rp 585.000,00

(lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
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pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
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